
 
 
 

 
 
 

 
 

 
BUPATI KARAWANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 86 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN 

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARAWANG, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan   
Lembaran Negara Republik Indonesia 2851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
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4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 
 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 
Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran 

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 
 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 
2019 Nomor 4); 
 

7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN 

DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 

2023. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Kabupaten Karawang. 
 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Karawang. 
 

3. Bupati adalah Bupati Karawang. 
 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 

disingkat Dinas PMD adalah perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat 
dan desa. 

   

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin wilayah kerja 

Kecamatan. 
 

6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
 

10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh 
penduduk desa yang bersangkutan. 
 

11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang 

terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan 
pelaksana teknis. 
 

 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 
RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 
 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Karawang. 
 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 
 

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa. 
 

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 
 

17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas 

Desa. 
 

18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening Kas 
Desa. 
 

19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 

dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus. 
 

20. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu 
dikembalikan oleh Desa. 
 

21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diterima kembali oleh Desa. 
 

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang 

selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan 
lain yang, karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 
 

23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan    
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala 

Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 
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24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan 

sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan 

tugas sebagai koordinator PPKD. 
 

25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 

sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 
 

26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang 

menjalankan tugas PPKD. 
 

27. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang 
diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan. 
 

28. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening 

tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung   
seluruh   penerimaan   Desa   dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa. 
 

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, 

anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana     
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan    

kegiatan    yang    telah ditetapkan dalam APB Desa. 
 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan 

rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan 

APB Desa dan/atau perubahan Penjabaran APB Desa. 
 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, 

anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan   
lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran 

sebelumnya. 
 

32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik 
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 
 

33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK 
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus 

kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari 
rekening Kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran 

berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 
 

34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP   
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 

pengadaan barang dan jasa. 
 

35. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk 
memfasilitasi perhitungan, penetapan serta pengelolaan dana 

desa dan APBDes.  
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BAB II 

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN 

PENGHITUNGAN ADD 
 

Bagian Kesatu 
Pengalokasian 

 
Pasal 2 

 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap 
tahun anggaran. 
 

(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana 
perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran 
pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi 

khusus. 
 

Bagian Kedua 
Pembagian 

 
Pasal 3 

 

Pembagian ADD untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan : 
 

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang didalamnya termasuk untuk Pemotongan, Penyetoran dan 

Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan; dan 
 

b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah 
desa, dan tingkat kesulitan geografis. 

 
 

Bagian Ketiga 

Penggunaan dan Penghitungan 
 

Pasal 4 
 

(1) Penggunaan ADD terdiri dari :  
 

a. Penghasilan  tetap  Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
 

b. tunjangan BPD; 
 

c. Operasional BPD; 

d. Insentif RT/RW; 
 

e. Insentif Linmas;  
 

f. Operasional Pemerintahan Desa; 
g. Pemberdayaan Masyarakat; dan 

 

h. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
 

(2) Rincian penghitungan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

(3) Rincian besaran dan penggunaan ADD setiap Desa Tahun 2023 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

ORGANISASI DAN TUGAS 

 
Pasal 5 

 
(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan Desa yang bersumber dari ADD mempunyai 
wewenang: 
 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan ADD 

dalam APB Desa; 
 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik 
desa yang bersumber dari ADD; 

 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran ADD dalam APBDesa; 
 

d. menetapkan PPKD; 
 

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
 

f. menyetujui RAK Desa; dan  
 

g. menyetujui SPP. 
 

(2) Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang 
bersumber dari ADD, menguasakan sebagian kekuasaannya 
kepada PPKD. 
 

(3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur 

Perangkat Desa, terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; 

b. Kaur dan Kasi; dan  
c. Kaur Keuangan. 
 

(4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa. 
 

(5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa 

yang bersumber dari ADD kepada Bupati melalui Camat untuk 
setiap tahapan pencairan. 

 

Pasal 6 
 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat 
(3) huruf a bertugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan 

Keuangan Desa yang bersumber dari ADD, mempuyai tugas: 
 

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
tentang ADD dalam APB Desa; 
 

b. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam 

rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; 
 

b. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam 
rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan 

APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 
 

c. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam 
rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB 

Desa dan perubahan penjabaran APB Desa; 
 

d. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain selaku PPKD 
yang melaksanakan kegiatan ADD; dan 
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e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 

tentang kegiatan ADD dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APB Desa. 
 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris 
Desa mempunyai tugas : 

 

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL 
kegiatan ADD; 
 

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa kegiatan ADD; 

dan  
 

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 
pengeluaran ADD. 

 
Pasal 7 

 
 

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran 
sesuai bidang tugas dan ditetapkan dalam RKP Desa. 
 

(2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 

 

a. menyusun rencana anggaran biaya dan rencana 
pelaksanaan kegiatan; 
 

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang ditunjuk berdasarkan surat 
tugas dari Kepala Desa; 
 

b. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 

beban anggaran belanja kegiatan; 
 

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
 

d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 
Kepala Desa; dan 
 

e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 
pelaksanaan kegiatan. 

 

(3) Penunjukan Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan 

anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan 
memperhatikan bidang kegiatan sebagai berikut : 

 
a. Kasi Pemerintahan dapat ditunjuk menjadi pelaksana 

kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan 
desa yang meliputi kegiatan pada sub bidang : 

 

1. penyelenggaraan operasional Pemerintahan Desa; 
 

2. penyediaan    sarana    prasarana    Pemerintahan Desa; 
 

3. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan 
sipil, statistik dan kearsipan; 
 

4. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, 
perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan 
 

5. sub bidang pertanahan. 
 

b. Kasi Pelayanan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan 

anggaran bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang 
meliputi semua kegiatan pada sub bidang : 

 

1. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; 
 

2. kebudayaan dan keagamaan; 
 

3. kepemudaan dan olahraga; dan 
 

4. kelembagaan masyarakat. 
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c. Kaur Umum dan Perencanaan dapat ditunjuk menjadi 

pelaksana kegiatan anggaran bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub 
bidang: 

 

1. kelautan dan perikanan; 
 

2. pertanian dan peternakan; 
 

3. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
 

4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 
keluarga; 
 

5. koperasi, usaha mikro; 
 

6. dukungan penanaman modal; dan 
 

7. perdagangan dan perindustran. 
 

d. Kasi Kesejahteraan dapat ditunjuk menjadi pelaksana 
kegiatan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan Desa 

yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang: 
 

1. pendidikan; 
 

2. kesehatan; 
 

3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
 

4. kawasan permukiman; 
 

5. kehutanan dan lingkungan hidup; 
 

6. perhubungan, komuikasi dan informatika; 
 

7. energi dan sumber daya mineral; dan 
 

8. pariwisata. 

 
Pasal 8 

 

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat 
(3) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD. 
 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas : 
 

a. menyusun RAK Desa tentang ADD; dan 
 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, 

menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa 
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan ADD dalam 

APB Desa. 
 

(3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan 
ADD memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah 

Desa. 
 

(4) Kaur Keuangan selain melaksanakan fungsi kebendaharaan 
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditunjuk 
sebagai pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan 
pemerintahan desa pada sub bidang penyelenggaraan 
penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan 
desa khusus untuk kegiatan yang bersifat belanja pegawai. 

 

Pasal 9 
 

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dibantu oleh tim yang 
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena 

sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 

perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan, lembaga 

kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: 
 

a. ketua; 
 

b. sekretaris; dan 
 

c. anggota. 
 

(3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan 
melalui Keputusan Kepala Desa. 

 
Pasal 10 

 
(1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan 

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam pengelolaan ADD 

setiap tahun anggarannya. 
 

(2) Struktur keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
BAB IV 

PENGGUNAAN ADD 
 

Pasal 11 

 
(1) Proporsi Peruntukan ADD terdiri dari: 

 

a. Penghasilan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;  
 

b. Tunjangan Kedudukan BPD, Operasional BPD, Insentif bagi 
Ketua RT/RW, Insentif Linmas, Operasional Pemerintah 

Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

 

(2) Rincian besaran dan penggunaan ADD setiap tahun anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB V 
PENGELOLAAN ADD 

 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

 
Pasal 12 

 
(1) Perencanaan ADD dibahas dengan mengacu pada hasil 

musyawarah perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan 

dalam APBDes tahun berjalan. 
 

(2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa 
bertujuan didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.  
 

(3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Kepala 
Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan 

Desa dan tokoh masyarakat. 
 

(4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 

RKPDesa. 
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Bagian Kedua 
Mekanisme Penyaluran ADD 

 

Pasal 13 
 

(1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan  Perangkat Desa disalurkan 

setiap bulan setelah dokumen persyaratan permohonan 
penyaluran penghasilan tetap yang bersumber dari ADD 

dipenuhi. 
 

(2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan Penyaluran ADD 
untuk Tunjangan Kedudukan BPD, Operasional BPD, Insentif 
bagi Ketua RT/RW, Insentif Linmas, Operasional Pemerintah 

Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang 

dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan 
penyaluran kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim 

Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. 
 

(3) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan 
permohonan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) 

dan menyampaikan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan 
beserta dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada 
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa selaku Ketua Tim 

Fasilitasi ADD tingkat Daerah. 
 

(4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

meneruskan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan dan 
dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana 
dimaksud ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan 
keuangan dan aset Daerah. 
 

(5) Setelah seluruh persyaratan permohonan penyaluran 

dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset 

Daerah memproses penyaluran dana ADD sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

(6) Penyaluran Dana ADD dilakukan melalui pemindahbukuan 
dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 
 

(7) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

a. Tahap I meliputi Operasional Pemerintah Desa  dan 25 % 

(dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan   
Pelaksanaan   Tugas   dan Fungsi  BPD , besaran 
Insentif ketua RT/RW, Jamsostek dan Insentif Anggota 

Linmas; 
b. Tahap II meliputi Operasional BPD dan 25 % (dua puluh 

lima perseratus) dari Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW, Jamsostek dan Insentif 

Anggota Linmas; 
c. Tahap III meliputi Pemberdayaan Masyarakat dan 25 % 

(dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW, Jamsostek 
dan Insentif Anggota Linmas; 

d. Tahap IV meliputi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari 
Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif 

ketua RT/RW, Jamsostek dan Insentif Anggota Linmas. 
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Pasal 14 

 

(1) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran penghasilan 
tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari 

ADD : 
 

a. dokumen APB Desa tahun bersangkutan, meliputi: 
Peraturan Desa APB Desa, Peraturan Kepala Desa 

Penjabaran APB Desa, DPA Desa, lembar evaluasi APB 
Desa, dan lembar evaluasi komposisi APB Desa; 
 

b. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah); 
 

c. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu 
rupiah); 
 

d. fotocopy nomor rekening Kas Desa di Bank BJB atas 
nama Pemerintah Desa; 
 

e. foto copy kartu tanda penduduk elektronik atau surat 

keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan 
 

f. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

 

(2) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap I 

berupa : 
 

a. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 

sebelumnya; 
 

b. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap IV 
tahun anggaran sebelumnya; 
 

c. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD 

tahun anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh 
Camat dan Kepala Desa; 
 

d. berita acara serah terima uang bermaterai               

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 
 

e. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu 
rupiah); 
 

f. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama 
Pemerintah Desa; 
 

g. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat 

keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan 
 

h. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur 

Keuangan. 
 

(3) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap II 

berupa : 
 

a. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap I; 
 

b. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap I yang 

ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa; 
 

c. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 
(sepuluh ribu rupiah); 
 

d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu 
rupiah); 
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e. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama 

Pemerintah Desa; 
 

f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat 
keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan 
 

g. kwitansi   penerimaan   bermaterai   Rp10.000,00 (sepuluh 
ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur 

Keuangan. 
(4) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran A D D       

tahap III berupa : 
 

a. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap II; 
 

b. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap II yang 

ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa; 
 

c. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 
(sepuluh ribu rupiah); 
 

d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah); 
 

e. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama 
Pemerintah Desa; 
 

f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat 
keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan 
 

g. kwitansi   penerimaan   bermaterai   Rp10.000,00 (sepuluh 
ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur 

Keuangan. 
 

(5) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran A D D  tahap 
IV berupa : 

 
a. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap III; 

 

b. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap III yang 
ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa; 
 

c. berita acara serah terima uang bermaterai                 

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 
 

d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu 
rupiah); 
 

e. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama 
Pemerintah Desa; 
 

f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat 

keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan 
 

g. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 

 

(6) DPA sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 
 

a. rencana kegiatan dan anggaran Desa; 
 

b. rencana kerja kegiatan Desa; dan  
 

c. rencana anggaran biaya. 
 

(7) Format dokumen persyaratan permohonan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Ketiga 

Mekanisme Penarikan ADD dari Rekening Kas Desa 

 
Pasal 15 

 
(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP 

dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan   
periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama 
besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 
 

(2) SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa 
dalam bentuk rincian permintaan pembayaran. 
 

(3) Pengajuan SPP selanjutnya oleh pelaksana kegiatan anggaran 

kepada Kepala Desa wajib menyertakan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

 
Pasal 16 

 
(1) Penggunaan anggaran ADD yang diterima dari pengajuan SPP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh Kaur dan Kasi 

pelaksana kegiatan anggaran dilakukan tidak lebih dari 10 
(sepuluh) hari kerja dan dicatat dalam buku pembantu   

kegiatan dengan disertai bukti transaksi pembayaran 
pengadaan barang/jasa. 
 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum 

dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi   
pelaksanaan kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana 
yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan 

dalam kas Desa. 
 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Kegiatan 

 
Pasal 17 

 

(1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran 
melaksanakan kegiatan ADD berdasarkan DPA yang telah 

disetujui Kepala Desa. 
 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau 

penyedia barang/jasa. 
 

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diutamakan melalui swakelola. 
 

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan 
material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 

memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan 
masyarakat setempat. 
 

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat 
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap 

mampu dan memenuhi persyaratan. 
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Bagian Kelima 

Pertanggungjawaban 

 
Pasal 18 

 
(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDes. 
 

(2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD dipertanggungjawabkan 
secara administratif dan teknis. 
 

(3) Pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana ayat (2) 

dibuat oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi 
kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan 
pengeluaran dalam buku kas umum. 
 

(4) Buku kas umum sebagaimana ayat (3) harus ditutup setiap 

akhir bulan dan dilengkapi dengan buku pembantu kas umum 
yang mencakup : 

 

a. buku pembantu bank; 
 

b. buku pembantu pajak; dan 
 

c. buku pembantu panjar. 
 

(5) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada 

Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. 
 

(6) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 

atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
 

(7) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan 
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan 

kepada Kepala Desa untuk disetujui. 
 

(8) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3) 
telah sesuai dan disetujui, Kepala Desa menerbitkan surat 
pengesahan pertanggungjawaban. 
 

(9) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana ayat (2) 

dibuat oleh Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan ADD    
dan harus didukung dengan dokumen : 

 

a. rencana anggaran biaya ADD; 
 

b. laporan pelaksanaan kegiatan ADD Tahun bersangkutan; 
dan 
 

c. berita acara hasil monitoring BPD. 
 

Pasal 19 
 

(1) Pertanggungjawaban administratif ADD sebagaimana 

dimaksud Pasal 18 ayat (3), disusun Kaur Keuangan 
berdasarkan laporan pengeluaran atas beban ADD yang sudah 

dilakukan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran. 
 

(2) Pengeluaran atas beban ADD dilakukan Kaur dan Kasi 
Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan RAK Desa yang 

telah disetujui oleh Kepala Desa. 
 

(3) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana ayat (2) untuk 
kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh 

Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah 
disetujui oleh Kepala Desa. 
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(4) Pengeluaran atas beban ADD untuk kegiatan yang dilakukan 

melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan 

langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang 
diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah 

disetujui oleh Kepala Desa. 
 

(5) Pengeluaran atas beban ADD untuk belanja pegawai, 
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui 

oleh Kepala Desa. 
 

(6) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi 

pengeluaran dan kuitansi penerimaan. 
 

(7) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 
 

(8) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh penerima dana. 

 
Bagian Keenam 

Pelaporan 
 

Pasal 20 
 

(1) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDes yang dibiayai 

dari ADD adalah sebagai berikut : 
 

a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai realisasi 

pelaksanaan penggunaan dana ADD pertahapan dibuat 
secara rutin setiap tahap penarikan dengan memuat 
laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD. 
 

b. laporan akhir, mencakup : 
 

1. rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana 
setiap tahun anggaran; 
 

2. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian 

hasil akhir penggunaan ADD; dan 
 

3. dokumentasi pelaksanaan kegiatan. 
 

(2) Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
harus dilengkapi dengan berita acara BPD tentang hasil 

monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan ADD. 
 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua 

Tim Fasilitasi Kecamatan. 
 

(4) Dokumen laporan akhir sebagaimana ayat (3) dihimpun oleh 
Tim Fasilitasi Kecamatan. 

 
 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 21 
 

(1) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi APB Desa 
tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan pemberian 
pedoman dan monitoring pelaksanaan ADD. 

 
 

 





 
 LAMPIRAN I : 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 86 TAHUN 2022 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2023 

 
 

RINCIAN PENGHITUNGAN ADD 
 

 ADD Desa  = ADD Kab – (N1+N2+N3+N4) 

 ADD Desax  = ADDm + ADDp 

 ADDm  = (90% x ADD Desa) 

     Xn 

 ADDp  = ADDp1 + ADDp2 + ADDp3 + ADDp4 

  
 

ADDp1 
  

(10% x ADD Desa) x BV1 
                

  =      SV1x 
  

 

 
  

         

       
 

ΣSV1 
                    
                     

                     

  
                             

 ADDp2 =  (10% x ADD Desa) x BV2       SV2x  
ΣSV2 

                     

                     

 

ADDp3 = 

 

(10% x ADD Desa) x BV3 

             

        SV3x  
ΣSV3 

                     

                     

                  

 ADDp4 =  (10% x ADD Desa) x BV4       SV4x  
     

ΣSV4 
                

                     

 SV=1 =  Vmin ≤ Vx ≤ Vmin + ( ( V max -V min ) )    
             

             4           

 SV=2 =  (SV=1) < Vx ≤ SV=1 + (  V max -V min )) 
    

4 
  

                   

 SV=3 =  (SV=2) < Vx ≤ SV=2 + (   V max -V min )) 

             4       

 SV=4 =  SV=3 < Vx                        
                             

 

Keterangan : 

ADD Desa : besaran ADD setelah dikurangi kebutuhan kebutuhan 

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Tunjangan BPD, Insentif Ketua RT/RW dan Insentif 
Linmas. 

ADD Desax : Besaran ADD Desa untuk masing-masing Desa 
ADDM : ADD Minimal 

ADDP : ADD Proporsional 
ADDP1 : ADD Proporsional dari variabel jumlah penduduk Desa 

ADDP2 : ADD Proporsional dari variabel angka kemiskinan 
ADDP3 : ADD Proporsional dari variabel luas wilayah Desa 
ADDP4 : ADD Proporsional dari variabel angka kesulitan 

geografis/orbitrasi 
BV : Nilai bobot yang telah ditentukan yang merupakan rasio 

anggaran suatu variabel terhadap besaran ADDP, yaitu 
0,6 untuk variabel jumlah penduduk, 0.1 untuk variabel 

luas wilayah, 0,1 variabel angka kemiskinan dan 0,2 
untuk variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi. 
 

















 

 
 

LAMPIRAN III : 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 86 TAHUN 2022 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2023 
 
 

FORMAT PENYALURAN ALOKASI  DANA DESA 

 

 

 
 
 

 
     Karawang, ...... .................. 202.. 

      
     Kepada 

    Yth. Bupati Karawang 
Melalui 
Kepala Dinas PMD Kab. 

Karawang selaku Ketua Tim 
Fasilitasi ADD Tingkat 

Kabupaten 
 

di- 
        KARAWANG. 

     

 

 

SURAT PENGANTAR 
Nomor : 147.25/                   /Kec. 

 

NO. JENIS SURAT YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN 

 

1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Permohonan penyaluran Alokasi 
Dana Desa Tahap .. (...) untuk: 
1. Desa ..................................... 

Rp. ........................................ 
(terbilang.... Rupiah) 

 
 

 

1 (satu) berkas 

 

Disampaikan 
dengan hormat 

 
CAMAT ............................. 

  
 

 
 

................................. 

................................... 
NIP. ............................................. 

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 

KECAMATAN .................... 
Jl. ............................................................................................ 

KARAWANG 

 



20 
 

 

 

 

 

 
 
    Karawang,                        20.. 
Nomor : 147.25/            /Ds/20..   

Sifat : Biasa  Kepada 
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Bupati Karawang 

Melalui : 
Camat Kec. 

............................... 
Selaku Ketua Tim Fasilitasi 
ADD Tingkat Kecamatan.  

 
di- 

     K A R A W A N G. 

Perihal : Permohonan Penyaluran Dana 
ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap 

.. (...) Tahun Anggaran 20... 

 

 

 
 

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 

20.. tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten 
Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 147.25/Kep...-

Huk/20.. Tanggal .. ...... 20.. tentang Besaran dan Indikator 
Penghitungan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang Tahun 

Anggaran 20.., bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran 
Alokasi Dana Desa Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. Desa 
....................... Kecamatan ................... sebesar Rp. .................. 

(........................ rupiah). 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan 

dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap .. (...) Tahun Anggaran 

20.. sebagaimana terlampir. 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan 

bantuannya diucapkan terima kasih. 

 

 
 

KEPALA DESA «DESA_BESAR» 
KECAMATAN «KEC_BESAR» 

 
 
 

 
«KADES» 

 
 

Tembusan : 
Camat «KEC_kecil» (sebagai laporan). 
 

 

 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 

KECAMATAN ............................... 

KEPALA DESA ............................... 
Jl. ................... Kecamatan ................................ 

K A R A W A N G 
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PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG             

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN             

DAN ASET DAERAH             

                       

                       

                                                         KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) 
                       

  
SUDAH TERIMA 
DARI 

: Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang. 

  BANYAKNYA : 
=«TERBILANG» Rupiah= 

       

  

Yaitu untuk : Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..(...) Tahun 
Anggaran 20.. Untuk Desa ................... Kecamatan 

................. Kabupaten Karawang. 

 

  
                 

  

 Rp. .............................,-               

                          

          Karawang,                                      

20.. 

                Yang menerima, 

Setuju dibayar  : 
 

          
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG 

Selaku 

  PENGGUNA ANGGARAN 

 
      

                   

                  
 

  

                    

                    

 

      

..................................   
................................... 

NIP. ................................. 

 

   

                
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. «KADES» 

 Kepala Desa  
«DESA»  

 
                     Materai 10.000 
                  Dicap & ditandatangani 
 
 

2. «KAUR KEUANGAN» 

Kaur Keuangan «DESA» 

 

TELAH DIBAYAR LUNAS 
BENDAHARA PENGELUARAN 

SKPD 
 
 
 
 
 

.................................. 
NIP. ............................ 

 

(                 )                            

(                ) 



22 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH 
Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098 

K A R A W A N G    4 1 3 1 4 

 

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG 

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di 

bawah ini : 

Nama : ...................................  
NIP : ....................................  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karawang 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
1. Nama : ..................... 

 Jabatan : Kepala Desa ... Kecamatan .... 
Alamat : Desa ... Kecamatan .... 

2. Nama : ..................... 
Jabatan : Kaur Keuangan Desa ... Kecamatan .... 
Alamat : Desa ... Kecamatan .... 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Berdasarkan  :   

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20..; 
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20..; 

3. Peraturan Bupati Karawang  Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa 
di Kabupaten Karawang; 

4. Keputusan Bupati Karawang Nomor : 147.25/Kep...-Huk/20.. Tanggal .. ........ 20.. tentang 

Besaran dan Indikator Penghitungan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 
20... 

Atas dasar tersebut, dengan ini  : 

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang 

sebesar Rp.  .........,- (..............)  kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama 

Pemerintah Desa ...... Kecamatan ........ pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor 

Rekening .........., untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20..; 

2. PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp.  .........,-  (.........), untuk Kegiatan Alokasi Dana 

Desa Tahap .. (...)  Tahun Anggaran 20....;  
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai 

dengan peruntukkannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. 

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang  ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

Yang Menerima 

Pihak Kedua 

Kepala Desa .......... 

 

 

Kaur Keuangan Desa  
.............. 

Yang menyerahkan 

Pihak Kesatu 

Bendahara Pengeluaran  
SKPD 

 
                                                                                             

Materai 10.000 

                                                                                    Dicap & 
ditandatangani 

 

  

..........................  ................................ .................................... 

NIP. ............................. 

 Mengetahui : 
Plt. KEPALA BPKAD. KAB. 

KARAWANG 

Selaku 

 

 
 

PENGGUNA ANGGARAN 
 

 

 

 ............................... 

............................. 
NIP . ................................. 
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   PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 

KECAMATAN .................. 

KEPALA DESA .................. 
JL. ........... Desa ..............Kecamatan ...............  

KARAWANG  
KOP DES 

 

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP .. (...)  

TAHUN ANGGARAN 20.. 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : .........................  
Jabatan : Kepala Desa .... Kecamatan ........... 

Alamat : Desa .... Kecamatan ............... 

 

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Telah menerima uang bantuan Keuangan dari Bupati Karawang melalui 

Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang sebesar Rp. 
..........,- (.................)  atas nama Pemerintah Desa ..... Kecamatan .............. 

yang disalurkan melalui Rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor 
Rekening ..............  untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap .. (....) 

Tahun Anggaran 20...  

2. Untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan 
Keuangan serta sesuai Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menyatakan: 

a. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan 

belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang  

b. Akan menggunakan/memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai 

dengan rencana penggunaan dalam APBDesa; 

c. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten 

Karawang, BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(BPK-RI) 

d. Akan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang telah kami terima 

kepada Bupati Karawang sesuai peraturan perundang-undangan. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab 

serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. 
  

Karawang, ..... ............................ 

20.. 

 Yang membuat Pernyataan, 

KEPALA DESA .......... 
KECAMATAN .................... 

 
Materai 10.000 

 

Dicap & ditandatangani 

 
 

............................... 
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   PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 
KECAMATAN ...........................  

KEPALA DESA ............................. 
JL. .............. No ,.....  Kec. «KEC»  

KARAWANG  
KOP DE 
 
     Karawang,                            20.. 
Nomor : 141/            /Ds/20..    

Sifat : Biasa   Kepada 
Lampiran : 1 (satu) Berkas  Yth. Bupati Karawang 

Melalui : 

Kepala BPKAD Kab. 
Karawang 

Selaku BUD Kab. Karawang  
 

di- 
     K A R A W A N G. 

Perihal : Permohonan Pemotongan 

dan Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi 

Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

  

 

 
 

 
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran 
dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

Atas dasar tersebut, Kami mohon agar dilakukan pemotongan 
Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ... (....) Tahun Anggaran 20... sebesar 

Rp. .......................... (............................................) Desa 
........................... Kecamatan ............................... untuk 

pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa untuk bulan ......., ........ dan ............ Tahun 20... 

dengan rincian sebagaimana terlampir. 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan 

bantuannya diucapkan terima kasih. 

 
 

 
KEPALA DESA ......................... 

KECAMATAN ................................. 

 
 

 
 

................................... 
 
 

Tembusan : 
Camat ................................. (sebagai laporan). 




